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P U T U S A N 

Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Buol 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK - umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx 

xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai 

Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, NIK - umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx 

xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register 

perkara nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Buol, tertanggal 15 Desember 2022, telah 

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan 

uraian/alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari Rabu, 26 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, 

xxxxxxxxx xxxx, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lakea, xxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Duplikat 

Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 21 Maret 2022;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah 

orang tua Termohon; 

SALINAN 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 

Tahun 4 Bulan, pernah rukun dan damai layaknya suami isteri dan telah 

melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikarunia 1 (satu) 

orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 

Desember 2015;   

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang 

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:  

a. Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon;  

b. Termohon sering mengusir  Pemohon untuk turun dari rumah;   

c. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara 

memukuli wajah Pemohon 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 

Desember 2022 ketika itu Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran adu 

mulut yang disebabkan karena Termohon tidak mau mencuci baju Pemohon 

dan Termohon mengancam akan memotong Pemohon, yang mengakibatkan 

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Pemohon di 

Kelurahan Leok 1, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx;  

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon 

dapat rukun Kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap 

berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;   

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetap ada 

komunikasi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya 

lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;   

 Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengandilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segerah memeriksa 

dan mengadili perkarah ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai 

berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;   

2. Memberi izin Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agam Buol;   

Disclaimer
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3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.  

 Subsider : 

          Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa, Pemohon masih berstatus sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif dalam 

melakukan perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang 

berwenang, untuk maksud tersebut Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan 

Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxx xxxx, 

Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Maret 2022; 

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di 

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sendiri di persidangan ataupun 

mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun 

telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata 

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini 

diperiksa tanpa hadirnya Termohon;  

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati 

Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa 

setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses 

mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam 

perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak 

untuk dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam 

sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar 

jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor - yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxx, tanggal 5 April 2022. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang 

Disclaimer
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ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi 

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, 

Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lakea, xxxxxxxxx xxxx, tanggal 21 Maret 2022. Bukti 

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Bukti Saksi. 

1. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx 

xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik 

Kandung Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 

tahun 2015; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua 

Termohon; 

 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Pemohon; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 

Desember 2022 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama; 

 Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan 

Termohon; 

Disclaimer
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 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan 

Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk 

dirukunkan kembali; 

2. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx 

xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah 

Sepupu Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua 

Termohon; 

 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering 

mengusir Pemohon untuk turun dari rumah, dan Termohon melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Pemohon; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 

Desember 2022 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah 

Termohon; 

 Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan 

Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai 

dengan Termohon; 

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan 

Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk 

dirukunkan kembali; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap mempertahankan permohonannya; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan 

selanjutnya mohon putusan; 

Disclaimer
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat 

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin 

Perceraian yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxx xxxx, Nomor: 

-, tertanggal 23 Maret 2022, oleh karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx 

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin xxxxxxx xxxxxx xxxxx 

bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang 

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)  huruf 

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi 

kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya 

ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 

Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, oleh karenanya permohonan a quo adalah menjadi kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Buol; 

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang 

absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka 

majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, 

dan mengadili permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, 

sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di 

persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai 

Disclaimer
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wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang 

kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan 

yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus 

dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan Pemohon beralasan dan 

tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus 

tanpa hadirnya Termohon; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati 

Pemohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan 

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa 

alasan yang sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan 

penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon 

untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk 

dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk 

diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa 

yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi 

sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon sering memarahi anak 

Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon untuk turun dari 
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rumah, dan Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara 

memukuli wajah Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2022, 

yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah 

tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon 

menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama 

Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan 

perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka 

dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi 

dalil yang tetap, namun karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh 

terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan 

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan 

dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang 

menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu 

menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon  telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan 

kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran 

tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga 

perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan 

antara Pemohon dan Termohon  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka 

untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat 

Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang 

masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor  210/Pdt.G/2022/PA.Buol 
 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) 

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana 

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang 

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai 

telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar 

tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga 

dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai 

telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan 

sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi duplikat kutipan akta 

nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai 

cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat 

bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah 

memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan 

sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti 

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah 

sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini 

(legitima standi in judicio); 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan 

dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi 

yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi 

dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua 

orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah 

tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan Termohon meninggalkan rumah 

kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcokan yang terus-menerus yang 

sebabnya karena Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon, 

Termohon sering mengusir Pemohon untuk turun dari rumah, dan Termohon 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukuli wajah Pemohon. 

Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina 
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rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya 

bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan 

namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya; 

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, 

secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan 

kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan 

Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya 

sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 

172 dan 175 RBg; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi  Pemohon 

tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua 

saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan 

Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan 

dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; 

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan 

materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon 

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya 

di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi 

Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir 

sebagai berikut: 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 

tanggal 26 Agustus 2015; 

b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering 

mengusir Pemohon untuk turun dari rumah, dan Termohon melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga dengan cara memukuli wajah Pemohon; 
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d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan 

keduanya sejak bulan Desember 2022 yang lalu sampai sekarang karena 

Termohon pergi dari tempat kediaman bersama; 

e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan 

Termohon; 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f)  PP Nomor 9 Tahun 1975 

jo.  dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” 

dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa 

Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 

2015 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan 

bahwa unsur tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan 

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan antara lain karena Termohon sering mengusir Pemohon untuk turun dari 

rumah, dan Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara 

memukuli wajah Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya 

antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2022, yang 

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun pihak 

keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan 

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, 

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling 
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percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang 

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon 

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, 

sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali 

rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan 

Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang 

kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, 

apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, 

maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga” telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken 

marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan 

kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka 

karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis 

Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon  tersebut 

tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah 

Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat 

bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat 

tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah 

(broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati 

antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, 

karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya 

dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud 

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam 

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika Pemohon 

dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul 

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon 

tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan 

Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar 

norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir 

untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa oleh karena Termohon tidak 

pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, 

sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang 

sah, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka 

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim 

sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  

Juz II hal. 405 yang didasarkan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi berbunyi: 

بْ فـَهُوَ ظاَلمٌِ لاَ حق لَهُ  سْلِمِينَْ وَلمَْ يجُِ
ُ
 مَنْ دُعِىَ اِلىَ حَاكِمِ مِنْ حُكَامِ الم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian  

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" 

maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak 

hadir dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,  jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan  

suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 
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Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar 

menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan 

ditentukan kemudian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974, tentang perkawinan, menentukan Pengadilan dapat mewajibkan 

kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim secara ex 

officio (karena jabatannya) akan menentukan kewajiban Pemohon kepada Termohon 

yang berkaitan erat dengan status Termohon sebagai janda Pemohon sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam 

menentukan; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami  wajib, 

diantaranya: (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (b) Memberi nafkah, 

maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah 

dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (c) Memberikan biaya 

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut 

sejalan dengan dalil-dalil syar’i diantaranya: 

- Firman Allah Ta’ala  dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi : 

    ٢٤١مُتَّقِينَ  لۡ ٱ حَقčا عَلَى    رُوفِۖ مَعۡ لۡ ٱ بِ   عُۢ تِ مَتَٰ مُطلََّقَٰ وَللِۡ 

Artinya: “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa.”; 

- Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Fatimah binti Qais 

radhiallahu ‘anha yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan disahihkan oleh Al 

Albani dalam Kitab Shahih An Nasa’i halaman 3403 sebagai berikut: 

  إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة 

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang 

wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya.” 
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- Perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, Jilid 8 halaman 171 

sebagai berikut: 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد  
ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه   الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن 

  وأصله.  
Artinya: “Para ulama yang kami mengambil ilmu darinya sepakat bahwa 

seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil yang tidak 

memiliki harta, karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari 

orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan 

keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya.” 

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat 

perceraian termasuk nafkah ‘iddah, mut’ah dan biaya hadhanah (nafkah anak), 

Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan mantan 

suami, dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana 

Yurisprudensi Nomor 280/K/AG/2004, tanggal 10 Nopember  2004, bahwa apabila 

terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan dan harus disesuaikan pula 

dengan kesanggupan dan kemampuan mantan suami. Dengan demikian, maka 

terhadap pembebanan nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah anak tersebut Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon. Terhadap 

hal tersebut Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon 

nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah), mut’ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak yang 

bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Desember 2015 (umur 7 

tahun) minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan 

sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan 

dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya. Oleh karenanya, 

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan nafkah iddah, mut’ah dan 

nafkah anak sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai 

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

patut dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di depan sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol; 

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: 

1. Nafkah ‘iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta 

lima ratus ribu rupiah); 

2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

3. Nafkah anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 

Desember 2015 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah 

dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 

470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 12 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai 

Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan 

didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

Ketua Majelis, 

 

ttd 
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Muhammad Ariful Fahmi, S.HI. 

 

Ahmad Syaokany, S.Ag. 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

 

Ramli Ahmad, Lc. 

 

 

 

 

 

 

 Panitera Pengganti, 
 

ttd 
 

Andi Syaiful Cibu, S.H. 
 

Perincian biaya : 

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00 

2. Biaya Proses : Rp80.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp320.000,00 

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00 

JUMLAH : Rp470.000,00 

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 
Panitera 

 
 
 
 

Drs. Arifin 
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